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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari desentralisasi fiskal, yang diwakili oleh 
rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Daerah Fungsi 
Pendidikan, serta variabel lain yaitu PDRB per kapita dan Kemiskinan terhadap kesejahteraan 
masyarakat di bidang pendidikan yang diwakili Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Penelitian ini 
menggunakan analisis data panel dengan model Fixed Effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap RLS. Sedangkan 
DAK, dan Belanja Daerah Fungsi Pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap RLS. Dengan 
demikian, desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat bidang 
pendidikan. PDRB per kapita berpengaruh positif signifikan terhadap RLS, sedangkan Kemiskinan 
tidak berpengaruh signifikan terhadap RLS. 
 
Kata kunci: desentralisasi fiskal, PAD, DAK, Belanja Fungsi Pendidikan, PDRB per kapita, 

Kemiskinan, Rata-rata Lama Sekolah 
 

A. PENDAHULUAN 

Tujuan pembangunan di suatu negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 
negara tersebut. Pendidikan adalah salah satu aspek pembangunan sosial dan ekonomi yang paling 
esensial karena pendidikan tidak hanya hak manusia tetapi juga sebuah alat untuk mengembangkan 
modal manusia dan mendukung pertumbuhan ekonomi (Bui dkk., 2019). Melalui pendidikan, sumber 
daya manusia akan menjadi lebih berkualitas dan memiliki kehidupan yang lebih baik.  

Terdapat berbagai indikator yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan pendidikan. Salah satu 
indikator tersebut adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Apabila ditelaah dari perbandingan dengan 
negara ASEAN lainnya pada Gambar 1, Indonesia hanya berada di peringkat ke-6 dalam kategori rata-
rata lama sekolah. pertumbuhan angka RLS tidak cukup baik, yaitu rata-rata setiap tahun hanya 1,14%. 
Dengan kondisi seperti ini target RLS untuk tahun 2019 sebesar 8,8 tahun terancam tidak akan 
tercapai. 
Gambar 1. RLS Negara-Negara ASEAN Tahun 2018 

 
Sumber : UNDP, diolah 

 Sistem ekonomi Indonesia telah berubah dari sentralistik menjadi desentralistik untuk mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat, tidak terkecuali kesejahteraan di bidang pendidikan. Dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa pendidikan 
merupakan salah satu urusan yang kewenangannya dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah 
daerah. Pemerintah pusat berwenang dalam pengelolaan pendidikan tinggi, pemerintah daerah provinsi 
berwenang dalam pengelolaan pendidikan khusus dan menengah, sedangkan pemerintah kabupaten/ 
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kota berwenang mengelola pendidikan usia dini, dasar dan non formal. Pelaksanaan desentralisasi 
diikuti dengan dengan penyerahan kewenangan terkait keuangan kepada daerah yang disebut 
desentralisasi fiskal, yaitu kewenangan penarikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemberian dana 
transfer, kewenangan melakukan belanja daerah, dan kewenangan terkait pembiayaan daerah.  

 Meskipun kemandirian daerah masih dipertanyakan, jumlah PAD yang berhasil dihimpun oleh 
daerah menunjukkan peningkatan. Selain itu, pemerintah pusat juga menyalurkan Dana Perimbangan, 
khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK), yang semakin meningkat setiap tahun sebagaimana disajikan 
pada Gambar 2.  
Gambar 2. Perkembangan PAD dan DAK Provinsi di Indonesia (Triliun Rupiah) 

Sumber : DJPK, diolah 
Pemerintah daerah harus melakukan belanja daerah memanfaatkan Pendapatan Daerah yang berhasil 

didapatkan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009 tentang Alokasi Anggaran 
Belanja Fungsi Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemerintah daerah wajib 
mengalokasikan 20% dana APBD untuk belanja fungsi pendidikan. Hal tersebut dimaksudkan untuk 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan. Dari sisi realisasi, pemerintah daerah 
telah merealisasikan belanja publik di sektor pendidikan dalam jumlah yang semakin besar (Gambar 3)  
Gambar 3. Rata-Rata Realisasi Belanja Daerah Fungsi Pendidikan Provinsi di 

Indonesia (Triliun Rupiah) 

Sumber : DJPK, diolah 
Ditinjau dari aspek ekonomi, Indonesia mampu menorehkan hasil positif yaitu kenaikan Produk 

Domestik Bruto (PDB) per kapita. PDRB per kapita meningkat cukup signifikan dalam kurun waktu 5 
tahun terakhir (Gambar 4). Dalam periode 2014-2018, Indonesia mencatatkan kenaikan PDB per 
kapita sebesar Rp 14,1 juta per kapita atau sebesar 33,7%. Kenaikan ini mengindikasikan kenaikan 
daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, termasuk pula untuk memenuhi biaya-biaya 
dalam memperoleh pendidikan formal. 

Gambar 4. Perkembangan PDRB per Kapita Indonesia (Juta Rupiah) 

Sumber : DJPK, diolah 
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 Pada tahun 2018, pemerintah menyatakan bahwa pengentasan kemiskinan menunjukkan hal yang 
positif, yaitu persentase penduduk miskin berhasil turun hingga di bawah 10%, tepatnya 9,66% 
(Gambar 5). Meskipun persentase penduduk miskin menunjukkan trend penurunan, namun 
kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan tidak mengalami perbaikan yang 
berarti. Hal tersebut ditunjukkan oleh Indeks Kedalaman Kemiskinan yang berkurang tidak signifikan, 
dari 1,75 (2014) menjadi 1,63 (2018). Semakin tinggi nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan dapat 
didefinisikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh di bawah garis kemiskinan. 

Gambar 5. Kemiskinan di Indonesia (2014-2018) 

Sumber : BPS, diolah 
Banyak studi telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap 

kesejahteraan masyarakat dalam aspek pendidikan namun penelitian-penelitian tersebut menunjukkan 
hasil yang beragam. Sarkar (2000) tidak mampu menemukan pengaruh yang jelas antara desentralisasi 
fiskal terhadap peningkatan pembangunan manusia, khususnya dalam bidang pendidikan dan 
kesehatan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Ahmad (2016) menunjukkan bahwa rasio pajak 
daerah dan rasio pendapatan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio guru-murid. 
Sedangkan Jeong dkk. (2017) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif signifikan 
terhadap tingkat penyelesaian sekolah menengah dan perguruan tinggi di Korea Selatan. Purwanto 
(2010) menyatakan bahwa di Indonesia DAU dan DAK  berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
angka partisipasi sekolah dasar namun negatif dan signifikan terhadap angka partisipasi SMP. DAK 
Fisik berpengaruh positif signifikan terhadap angka partisipasi SD dan SMP. Akan tetapi DAK Non 
Pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap angka partisipasi sekolah. Sedangkan Muttaqin 
dkk. (2016) menjelaskan bahwa kapasitas fiskal dan status sebagai daerah pemekaran tidak 
berpengaruh signifikan terhadap peningkatan RLS. Fadli dkk. (2019) menemukan bahwa belanja 
pemerintah bidang pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pendidikan di Provinsi 
NTB pada tahun 2010-2016. Kajian yang dilakukan DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangan) menunjukkan hasil bahwa DAK, DAU dan DBH berpengaruh positif signifikan terhadap 
belanja fungsi pendidikan. Akan tetapi, Angka Partisipasi Murni lebih dipengaruhi oleh kemiskinan 
daripada realisasi belanja pendidikan. 

B. KAJIAN PUSTAKA 

Teori Federalisme Fiskal 
 Menurut Musgrave (1959) dalam Chandra (2012), fungsi pemerintah terbagi menjadi tiga, yaitu 

fungsi Distribusi, Stabilisasi, dan Alokasi. Fungsi Distribusi adalah fungsi pemerintah dalam 
mendistribusikan sumber-sumber ekonomi (pendapatan) kepada seluruh masyarakat. Sedangkan fungsi 
Stabilisasi merupakan fungsi pemerintah dalam menjamin dan menjaga stabilisasi perekonomian 
secara makro (agregat). Fungsi Alokasi bermakna bahwa pemerintah berperan dalam mengalokasikan 
sumber-sumber ekonomi yang ada kepada seluruh masyarakat. Berbeda dengan kedua fungsi tersebut, 
fungsi alokasi lebih sesuai dengan konsep desentralisasi (Chandra, 2012). 

 Desentralisasi diartikan sebagai pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah 
daerah yang ada di dalamnya. Khusaini (2018) menyatakan secara umum konsep desentralisasi terdiri 
atas Desentralisasi Politik (Political Decentralization), Desentralisasi Administratif (Administrative 
Decentralization), Desentralisasi Ekonomi (Economic or Market Decentralization), dan Desentralisasi 
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Fiskal (Fiscal Decentralization). Teori yang mengedepankan desentralisasi fiskal sebagai kunci dalam 
pembangunan adalah teori Federalisme Fiskal. Menurut Musgrave (1959) dalam Silas (2017), peran 
pemerintah dalam memaksimalkan kesejahteraan sosial melalui penyediaan barang publik sebaiknya 
ditugaskan pada tingkatan pemerintahan yang lebih rendah, sesuai dengan prinsip efisiensi yang akan 
tercapai bila barang dan layanan publik disediakan oleh level pemerintahan yang terendah. Menurut 
Hayek (1945) proses pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan dipermudah dengan 
penggunaan informasi yang efisien karena pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakatnya 
(allocative efficiency).  Tiebout (1956) memperkenalkan dimensi persaingan dalam pemerintah dan 
kompetisi antar daerah tentang alokasi pengeluaran publik sehingga memungkinkan masyarakat 
memilih berbagai barang dan jasa publik yang sesuai dengan selera dan keinginan mereka. Hal ini 
tidak terjadi jika pemerintah pusat bertindak sebagai penyedia barang dan jasa publik yang seragam. 

 Kebijakan publik terkait penyedaan layanan publik di bidang infrastruktur, pendidikan dan 
kesehatan, yang erat dengan kondisi daerah, akan lebih efektif bila dilakukan oleh pemerintah daerah 
daripada pemerintah pusat yang mengabaikan perbedaan kondisi geografis antarwilayah (Sarkar, 
2000). Konsekuensinya, dalam sistem desentralisasi fiskal dimana pemerintah daerah memiliki peran 
yang lebih penting dari pemerintah pusat dalam penyediaan layanan publik, maka akan dihasilkan 
layanan publik yang lebih baik. Menurut Feruglio dan Anderson (2008) dalam Khusaini (2018), 
desentralisasi fiskal mengacu pada dimensi keuangan publik dari hubungan antar pemerintah. 
Desentralisasi fiskal meliputi beberapa hal, yaitu kewenangan perpajakan (local taxing power), 
keleluasaan untuk belanja (expenditure asignment), perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan 
Anggaran (budget discretion), serta keleluasaan untuk mendanai investasi dengan melakukan 
peminjaman dan kerja sama pendanaan dengan pihak lain. 

Desentralisasi Fiskal di Indonesia 
 Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa penyelenggaraan 

pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 
peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing 
daerah. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari pelaksanaan 
desentralisasi fiskal di Indonesia. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, bidang pendidikan 
termasuk urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang kewenangannya dibagi 
antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. 
Pemerintah pusat berwenang dalam pengelolaan pendidikan tinggi, pemerintah daerah provinsi 
berwenang dalam pengelolaan pendidikan khusus dan menengah, sedangkan pemerintah kabupaten/ 
kota berwenang mengelola pendidikan usia dini, dasar dan non formal. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
 Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak 

Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain 
Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pemerintah daerah diharapkan mampu mandiri melalui kontribusi 
PAD dalam Pendapatan Daerah yang semakin besar dan tidak tergantung pada dana transfer dari 
pemerintah pusat. 

Dana Alokasi Khusus (DAK) 
 Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang 
merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK digunakan khususnya untuk 
membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapa standar 
tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. DAK dibagi 2 (dua), yaitu DAK Fisik 
dan DAK Nonfisik. 

Belanja Daerah Fungsi Pendidikan 
 Belanja daerah fungsi pendidikan diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

84/PMK.07/2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah. Anggaran belanja fungsi pendidikan berarti alokasi belanja fungsi pendidikan 
yang dianggarkan dalam APBD untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung 
jawab pemerintah daerah, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan 
kedinasan. Alokasi anggaran belanja fungsi pendidikan ditetapkan minimal 20% dari seluruh belanja 



APBD. Dalam PMK Nomor 84/PMK.07/2009 disebutkan bahwa belanja fungsi pendidikan meliputi 
belanja modal, belanja barang, belanja pegawai, belanja bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja 
hibah. 

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)  
 PDRB adalah semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi 

di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh 
penduduk daerah tersebut atau tidak (BPS). PDRB dapat mencerminkan kondisi perekonomian suatu 
daerah karena perekonomian dengan output barang dan jasa yang besar bisa secara lebih baik 
memenuhi permintaan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah (Mankiw, 2007). 

Kemiskinan 
 Menurut Laderchi dkk. (2003) dalam Sameti, Esfahani, dan  Haghighi (2012), kemiskinan dari 

perspektif keuangan adalah kondisi pendapatan atau konsumsi seseorang yang berada di bawah batas 
minimal pendapatan/ konsumsi. Todaro dan Smith (2009) memaparkan bahwa kemiskinan absolut 
(dalam hal keuangan) mengacu pada jumlah orang yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang 
memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Orang-orang tersebut hidup di bawah tingkat 
pendapatan riil tertentu. Kemiskinan dari perspektif kapabilitas adalah ketidakmampuan seseorang 
dalam mencapai kemampuan dasar untuk memenuhi keberfungsian tertentu yang krusial pada level 
minimal (Saith, 2001; Sen, 1985, dalam Sameti, Esfahani, dan  Haghighi, 2012). Streeten dkk. (1981) 
mengemukakan bahwa fungsi-fungsi dasar yang harus dicapai sebagai ukuran kehidupan yang layak 
adalah kesehatan, pendidikan, makanan, ketersediaan air, dan sanitasi. 

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 
 Salah satu indikator yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan dan 

digunakan dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah Rata-rata Lama Sekolah 
(RLS)/ Mean Years of School. Menurut BPS, Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah 
tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. 
Semakin tinggi nilai RLS mengindikasikan bahwa masyarakat memiliki kesempatan dalam 
mengenyam pendidikan pada suatu negara.  

C. METODE PENELITIAN 

Pendekatan Penelitian 
Sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif asosiatif.  

Tempat dan Waktu Penelitian 
Ruang lingkup penelitian ini adalah seluruh provinsi di Indonesia, yaitu sebanyak 34 provinsi. 

Periode penelitian dimulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. 

Definisi Operasional Variabel 
Untuk menghindari perbedaan penafsiran terhadap variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

serta memberikan batasan yang jelas terkait variabel tersebut, maka perlu dipaparkan definsi 
operasional yaitu sebagai berikut ini : 
1) Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) : Rasio PAD merupakan rasio total realisasi Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) provinsi dan kabupaten/kota dalam provinsi tersebut terhadap realisasi total 
Pendapatan Daerah  provinsi dan kabupaten/ kota dalam provinsi tersebut. Satuan dari variabel 
Rasio PAD adalah persen. 

2) DAK (Dana Alokasi Khusus) : DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 
dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus 
yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Variabel DAK dinyatakan 
dalam logaritma natural. 

3) Belanja Fungsi Pendidikan (BFP) : Belanja fungsi pendidikan adalah belanja daerah yang 
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab 
pemerintah daerah. Variabel BFP dinyatakan dalam logaritma natural. 

4) Pendapatan Domestik Regional Bruto Per Kapita (PDRB per Kapita) : PDRB adalah semua 
barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestk tanpa 



memperhatikan faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut 
(BPS). PDRB per kapita adalah nilai PDRB dibagi jumlah penduduk pada pertengahan tahun. 
Penelitian ini menggunakan PDRB per kapita atas harga konstan tahun 2010. Variabel PDRB per 
kapita dinyatakan dalam logaritma natural. 

5) Persentase Penduduk Miskin : Persentase penduduk miskin adalah persentase penduduk yang 
memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan 
sebagai penduduk miskin (BPS). 

6) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) : Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Rata-rata Lama 
Sekolah (RLS), sebagai indikator yang mewakili kesejahteraan di bidang pendidikan. Rata-rata 
Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years of School didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan 
oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal (BPS). 

Metode Analisis 
 Penelitian ini menggunakan metode analisis data panel dengan model Fixed Effect, sesuai dengan 

hasil uji Chow dan Hausman yang telah dilakukan. Model estimasi dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 

����� = � +  ������� + ������� + ������� + �������� + ������� + ��� 

Dimana : 
RLS = Rata-rata Lama Sekolah 
PAD = Rasio Pendapatan Asli Daerah dengan Pendapatan Daerah 
DAK = Dana Alokasi Khusus (dalam logaritma natural) 
BFP = Belanja Fungsi Pendidikan (dalam logaritma natural) 
Ykap = Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita (dalam 

logaritma natural) 
PPM = Persentase jumlah penduduk miskin 
α = Konstanta 
β (1..5) = Koefisien variabel bebas 
ε = error terms 

 
D. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji Multikolinearitas 
 Berdasarkan hasil koefisien antarvariabel yang ditampilkan dalam Tabel 1, tidak terdapat koefisien 

korelasi antarvariabel independen yang lebih besar dari 0,85 sehingga  dapat disimpulkan bahwa tidak 
terdapat unsur multikolinearitas dalam model tersebut. 
Tabel 1. Hasil Korelasi antar Variabel Bebas 
 PAD DAK BFP Ykap PPM 
PAD 1,00000 -0,02257 0,378465 0,37836 -0,53717 
DAK -0,02257 1,00000 0,55246 -0,13829 0,224203 
BFP 0,37846 0,55246 1,00000 0,11821 -0,106076 
Ykap 0,37836 -0,13829 0,11821 1,00000 -0,333226 
PPM -0,53717 0,224203 -0,10607 -0,33322 1,00000 
 Sumber : Olah data Eviews 9 

Uji Heterokedastisitas 
 Salah satu metode untuk mengetahui keberadaan unsur heterokedastisitas adalah dengan metode 

Glejser. Metode Glejser dilakukan dengan cara melakukan regresi nilai absolut residual dengan 
variabel independennya. Kemudian setiap variabel independen diuji t untuk mengetahui signifikansi 
terhadap residual absolut. Apabila nilai koefisien dari variabel independen tidak signifikan secara 
statistik terhadap residual absolut, maka disimpulkan tidak ada heteroskedastisitas. Jika nilai koefisien 
dari variabel independen signifikan secara statistik terhadap residual absolut, maka disimpulkan ada 
heteroskedastisitas. 

 Berdasarkan hasil regresi yang disajikan Tabel 2, dapat diketahui seluruh variabel bebas memiliki 
nilai Prob. yang lebih besar dari α (1%) sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas. 



Tabel 2. Uji Signifikansi Parsial antara Variabel Independen dengan Residual Absolut 

Variabel Dependen : Absolut residual 
Variabel Independen Prob. Keterangan 

PAD 0,4216 tidak terjadi heterokedastisitas 
DAK 0,7780 tidak terjadi heterokedastisitas 
BFP 0,1859 tidak terjadi heterokedastisitas 
Ykap 0,1748 tidak terjadi heterokedastisitas 
PPM 0,8887 tidak terjadi heterokedastisitas 

Sumber : Olah data dengan Eviews 9 

Uji Normalitas 
Nilai Prob. dari uji normalitas adalah sebesar 0,708069 atau lebih besar dari α 1%, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa residual dari model memiliki distribusi normal. 

Koefisien Determinasi (R2) 
Berdasarkan hasil regresi fixed effect, nilai koefisien determinasi/ R-squared yang didapatkan 

adalah sebesar 0,9948. Nilai ini bermakna bahwa variabel PAD, DAK, BFP, Ykap dan PPM 
berkontribusi dalam menggambarkan 99,48% RLS. Sedangkan sisanya sebesar 0,52 persen dijelaskan 
oleh variabel-variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam model. 

Uji  Simultan (Uji F) 
Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama 

(simultan) mempengaruhi variabel dependen. Hasil regresi fixed effect menunjukkan bahwa nilai 
prob.F sebesar 0,0000. Nilai prob. F tersebut lebih kecil dari nilai alpha 1% . Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa  variabel PAD, DAK, BFP, Ykap dan PPM secara bersama-sama berpengaruh 
signifikan secara statistik terhadap variabel RLS. 

Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 
Berdasarkan hasil regresi yang ditampilkan pada Tabel 3, dapat disimpulkan bahwa variabel PAD 

dan PPM tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap RLS. Sedangkan DAK, BFP, dan Ykap 
tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap RLS. 

Tabel 3. Hasil Regresi Fixed Effect  
Dependent Variabel : RLS 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. Keterangan 
C -22,58445 2,567626 -8,795851 0,0000 Signifikan 

PAD 0,079285 0,234769 0,337715 0,7361 Tidak Signifikan 
DAK 0,086283 0,014495 5,952707 0,0000 Signifikan 
BFP 0,032566 0,008885 3,665187 0,0004 Signifikan 
Ykap 1,587009 0,162248 9,781361 0,0000 Signifikan 
PPM -1,025190 1,272171 -0,805859 0,4218 Tidak Signifikan 

Sumber : Olah data dengan Eviews 9 
Keterangan : alpha (α) 5% 

Persamaan Ekonometrika 
Sesuai dengan hasil regresi fixed effect tersebut, maka persamaan ekonometrika yang didapatkan 

adalah sebagai berikut : 

RLSit = -22,58445 + 0,079 PAD + 0,086 DAK + 0,032BFP + 1,587 logYkap – 1,025 PPM + εit 

Pengaruh Rasio PAD terhadap RLS 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rasio PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap RLS. 

Apabila ditinjau dari tanda koefisien, maka PAD searah dengan RLS. Pengaruh Rasio PAD yang tidak 
signifikan disebabkan oleh masih rendahnya PAD yang berhasil dihimpun oleh pemerintah daerah 
secara relatif bila dibandingkan dengan total Pendapatan Daerah. Dalam periode 2014-2018, PAD 
yang berhasil dihimpun daerah-daerah di Indonesia hanya mampu menyumbang 19,4% dari 



keseluruhan Pendapatan Daerah. Rendahnya kontribusi PAD berdampak pada kemampuan pemerintah 
daerah dalam membiayai belanja daerah.  

Sebagian besar provinsi-provinsi di Indonesia masih sangat bergantung pada kucuran dana transfer 
dari pemerintah pusat untuk mendanai belanja daerah. Hal tersebut dikuatkan oleh penelitian dari 
Artati dan Wahyuni (2016) dan Subadriyah (2017). Artati dan Wahyuni (2016) menyatakan bahwa 
terjadi flypaper effect pada pengeluaran fungsi pendidikan daerah di Indonesia atau dengan kata lain 
kenaikan belanja daerah fungsi pendidikan cenderung lebih distimulus oleh kenaikan dana transfer 
daripada kenaikan PAD. Subadriyah (2017) juga menemukan bahwa di Jawa Tengah sumber 
pendanaan belanja daerah cenderung berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) bukan PAD. Hal 
tersebut menunjukkan tingkat kemandirian daerah yang masih rendah. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Muttaqin dkk. (2016),  Wu (2019) dan 
Mtzigaya (2019).  Penelitian Muttaqin dkk. (2016) menunjukkan bahwa kapasitas fiskal dan status 
sebagai daerah pemekaran tidak berpengaruh signifikan terhadap RLS. Wu (2019) memaparkan bahwa 
desentralisasi fiskal, baik dalam hal pendapatan maupun pengeluaran, tidak berpengaruh signifikan 
terhadap penyediaan barang publik, yaitu pendidikan dasar. Mtasigazya (2019) juga menyatakan 
bahwa desentralisasi fiskal tidak mampu mempengaruhi layanan pendidikan dasar di daerah Dodoma, 
Tanzania akibat masih rendahnya pendapatan asli daerah dan dana transfer dari pemerintah pusat 
sehingga daerah tersebut tidak mampu memenuhi layanan pendidikan dasar. 

Pengaruh DAK terhadap RLS 
Penelitian ini juga menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif signifikan terhadap RLS. Hasil 

regresi menunjukkan bahwa peningkatan 1% DAK akan diikuti dengan peningkatan RLS sebesar 
0,086 tahun ceteris paribus. Hal ini sesuai dengan teori Federalisme Fiskal yaitu dana transfer 
merupakan salah satu pilar penting dalam implementasi desentralisasi fiskal dan mendorong efisiensi 
layanan publik dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

DAK Fisik digunakan untuk membangun infrastruktur di daerah berupa jalan, jembatan, maupun 
infrastruktur yang berkaitan langsung dengan bidang pendidikan, misalnya sekolah dan ruang kelas. 
Pada tahun 2016, jumlah SMP di Indonesia mencapai 22.803 sekolah dan meningkat menjadi 23.386 
sekolah pada 2018. Sedangkan di level SMA, jumlah sekolah meningkat dari 10.001 sekolah menjadi 
10.394 dalam periode yang sama. Peningkatan jumlah sekolah berdampak pada peningkatan akses 
pendidikan formal. 

Infrastruktur non pendidikan seperti jalan dan jembatan yang dibangun mampu mendorong 
pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Masyarakat yang 
memiliki pendapatan lebih baik akan lebih mudah dalam mengakses layanan pendidikan. Keberadaan 
infrastruktur tersebut memudahkan masyarakat dari daerah terpencil untuk mengakses fasilitas 
pendidikan formal. 

Penelitian lain yang menyimpulkan hal yang sama adalah Purwanto (2010) dan Sarkar (2000). 
Purwanto menyimpulkan bahwa DAK Pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap angka 
partisipasi murni, baik di level sekolah dasar maupun menengah pertama. Sarkar (2000) menemukan 
hasil bahwa rasio conditional transfer terhadap total transfer memiliki pengaruh positif dan signifikan 
terhadap jumlah partisipasi di tingkat SMP per 1000 siswa SD. 

Pengaruh Belanja Fungsi Pendidikan terhadap RLS 
Hasil regresi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Belanja Fungsi Pendidikan berpengaruh 

positif signifikan terhadap RLS. Koefisien dari variabel Belanja Fungsi Pendidikan menunjukkan 
bahwa kenaikan 1% Belanja Fungsi Pendidikan berdampak pada peningkatan RLS sebesar 0,032 tahun 
ceteris paribus. Temuan ini mendukung Teori Federalisme Fiskal, bahwa melalui desentralisasi fiskal, 
salah satunya yaitu desentralisasi belanja, akan mendorong perbaikan layanan publik dan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Hasil temuan ini sesuai dengan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan Baldacci dkk. (2004) 
yang menyatakan bahwa belanja pendidikan dan kesehatan memiliki dampak yang positif dan 
signifikan terhadap akumulasi modal kesehatan dan pendidikan masyarakat. Peningkatan 1% rasio 
belanja pendidikan terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) berkaitan dengan kenaikan 6% angka 
partisipasi sekolah tahun tersebut dan 3% pada tahun berikutnya. Penelitian dari Heredia-ortiz (2007) 
juga memaparkan bahwa desentralisasi belanja di bidang pendidikan (rasio belanja daerah bidang 



pendidikan terhadap total belanja pendidikan) dapat memperbaiki tingkat pengulangan (repetition 
rates), tingkat dropout, tingkat penyelesaian sekolah dan skor tes pada level sekolah dasar (primary).  

Pengaruh Pendapatan Domestik Bruto (PDRB) Per Kapita terhadap RLS 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Domestik Bruto Per Kapita berpengaruh 

positif signifikan terhadap Rata-rata Lama Sekolah. Apabila PDRB per kapita meningkat 1% akan 
berdampak pada peningkatan RLS  sebesar 1,59 tahun ceteris paribus. Hasil ini sejalan dengan hasil 
penelitian dari Baldacci dkk. (2004) yaitu bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan dan tingkat modal 
manusia dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga modal manusia akan kembali 
meningkat.  Purusa and Sasana (2013) menyatakan bahwa peningkatan PDRB per kapita menurut 
harga berlaku berpengaruh positif signifikan terhadap angka partisipasi murni SD/MI.  

Peningkatan pendapatan per kapita mengindikasikan semakin meningkatkan kemampuan keluarga 
dalam menyekolahkan anaknya. Pendidikan dapat membantu suatu keluarga keluar dari kemiskinan 
dengan peningkatan pendapatan melalui peningkatan produktivitas, baik sebagai usaha mandiri 
maupun sebagai pekerja dengan pendapatan yang lebih tinggi (UNDP). Dengan demikian hal tersebut 
merupakan suatu kesinambungan antara peningkatan pendapatan dan peningkatan pendidikan.  

Pengaruh Kemiskinan terhadap RLS 
Hasil regresi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Rata-rata Lama Sekolah. Tanda negatif pada koefisien variabel kemiskinan menunjukkan 
bahwa penurunan kemiskinan diikuti oleh kenaikan rata-rata lama sekolah. Pengaruh yang tidak 
signifikan ini disebabkan adanya kucuran bantuan pendidikan dari pemerintah bagi anak yang berasal 
dari keluarga miskin melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Setiap siswa miskin menerima bantuan 
tunai yaitu bagi siswa SD/MI/Paket A sebesar Rp 450.000,00/tahun, siswa SMP/MTS/Paket B sebesar 
Rp 750.000/tahun, dan siswa SMA/SMK/Paket C/Kursus dan Pelatihan memperoleh bantuan senilai 
Rp 1.000.000,00/tahun. Jumlah siswa penerima manfaat dari PIP meningkat dari tahun 2014 sebesar 
7,95 juta jiwa menjadi 18,7 juta jiwa pada tahun 2018. Hal tersebut menunjukkan cakupan PIP dalam 
menjangkau siswa dari keluarga miskin semakin besar. 

Kemendikbud mencatat bahwa sampai dengan bulan Agustus 2019, dana PIP yang telah disalurkan 
secara akumulasi adalah sebesar Rp 35.740.676.660.000. Disalurkannya bantuan tunai tersebut mampu 
meringankan beban biaya yang harus dikeluarkan siswa, seperti biaya transportasi, pembelian buku 
dan alat tulis, ataupun pembelian seragam dan kelengkapan sekolah. Kesulitan dana yang dialami anak 
dari keluarga miskin untuk mendapatkan akses pendidikan formal sering menjadi hambatan yang 
menyebabkan anak dari keluarga miskin keluar atau tidak melanjutkan sekolah. 

Hasil penelitian ini memperkuat temuan Suryadarma (2010) yang mengemukakan bahwa 
kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyelesaian sekolah di tingkat SMP. Hasil 
penelitian Sparrow (2004) menunjukkan bahwa program beasiswa dapat membantu meningkatkan 
tingkat partisipasi sekolah dasar bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin. Cameroon (2009) 
juga menyatakan bahwa program beasiswa mampu mengurangi tingkat drop-out pada level SMP, 
dimana anak sekolah paling rentan keluar dari sekolah pada level SMP. Bui dkk. (2019) menyatakan 
bahwa kebijakan pengurangan biaya sekolah dan subsidi bagi pelajar di Vietnam berpengaruh positif 
signifikan dalam peningkatan angka partisipasi sekolah dasar dan menengah. 

 
E. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah berpengaruh tidak signifikan 

terhadap kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan yang diwakili oleh Rata-rata Lama 
Sekolah.  

2. Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Rata-rata Lama 
Sekolah.  

3. Belanja Fungsi Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Rata-rata Lama Sekolah.  
4. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) bruto per kapita mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap angka Rata-rata Lama Sekolah.  



5. Kemiskinan, yang diwakili oleh persentase penduduk miskin, berpengaruh tidak signifikan 
terhadap Rata-rata Lama Sekolah.  

Saran 
Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan yang telah dipaparkan, beberapa saran yang dapat 

disampaikan untuk meningkatkan kesejahteraan di bidang pendidikan adalah sebagai berikut : 
1. Meskipun Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah berpengaruh tidak signifikan, pemerintah 

daerah tetap perlu mendorong peningkatan kemandirian daerah dan tidak bergantung terhadap dana 
transfer dari pemerintah pusat. Dengan PAD yang semakin melimpah pemerintah daerah memiliki 
kemampuan untuk membiayai belanja daerah dan tidak tergantung dengan dana transfer. 
Ketergantungan terhadap dana transfer yang semakin menurun memberikan keleluasan kepada 
pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana yang tersedia untuk pembangunan di berbagai bidang 
lain. Di samping itu, tekanan fiskal dan defisit anggaran pemerintah pusat dapat berkurang melalui 
berkurangnya dana transfer ke daerah. 

2. Alokasi DAK seharusnya mendapatkan porsi yang lebih besar daripada dana transfer yang lain, 
seperti DAU dan DBH yang merupakan unconditional grants atau dana transfer yang bebas 
digunakan oleh pemerintah daerah. Melalui kucuran DAK, pembangunan daerah dapat diarahkan 
untuk mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat, terutama kesejahteraan di sektor 
pendidikan. 

3. Pemerintah daerah seharusnya mengalokasikan proporsi anggaran yang lebih besar dari ketentuan 
yang diamanatkan dalam undang-undang, yaitu sebesar 20%. Peningkatan dan perbaikan sekolah, 
ruang kelas, peralatan belajar mengajar merupakan kunci peningkatan pendidikan. Selain itu, 
peningkatan kesejahteraan guru dapat menjaga fokus guru dalam mendidik siswa sehingga 
berdampak pada peningkatan angka Rata-rata Lama Sekolah. 

4. Peningkatan pendapatan per kapita harus diikuti dengan upaya pemerataan pendapatan melalui 
peningkatan lapangan kerja serta pemberian subsidi bagi masyarakat miskin. Dengan peningkatan 
pendapatan yang diikuti ketimpangan yang semakin rendah, kesempatan masyarakat dalam 
mengenyam pendidikan formal akan semakin besar. 

5. Pengentasan kemiskinan harus tetap menjadi prioritas utama pembangunan karena apabila suatu 
keluarga terlepas dari jerat kemiskinan maka anak tidak mengalami tekanan untuk bekerja sehingga 
berdampak pada masa sekolah yang lebih lama. Program bantuan kepada siswa dari keluarga 
miskin dan daerah tertinggal patut dilanjutkan karena melalui bantuan tersebut peserta didik dapat 
memenuhi biaya-biaya tidak langsung dalam memperoleh akses pendidikan seperti biaya 
transportasi.  
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